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BIROKRASI DAN DEMOKRASI
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Tujuan sah birokrasi adalah melakukan bagi rakyat apa saja yang seharusnya mereka lakukan, tetapi tak dapat melakukan sama sekali dalam kapasitas mereka yang terpisah dan sendiri-sendiri (Abraham Lincoln).


Dalam artikelnya “Bureaucracy and Democracy: Reconciling the Irreconcilable?”, Dwight Waldo membahas mengenai kontradiksi mengenai konsep-konsep birokrasi dan demokrasi. Waldo mensinyalir, bahwa  kedua konsep tersebut kadangkala berjalan beriringan atau saling memperkuat antara satu dengan lainnya, namun kadangkala berbenturan yang mengakibatkan kekacauan dan pergolakan.


Sebelum itu, Woodrow Wilson dan Frank Goodnow juga telah memberikan kontribusinya yang sangat bermanfaat melalui penyederhanaan terhadap kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pengikut kedua tokoh tersebut yang beranggapan bahwa politik dan administrasi adalah merupakan realitas yang berbeda. Tetapi yang jelas, apa yang mereka cari adalah hubungan yang lebih baik antara birokrasi (administrasi) dan demokrasi (politik) dan bukan sebaliknya menutup rapat-rapat hubungan keduanya.


Pada masa sekarang ini, secara pragmatis atau operasional, Waldo telah menemukan tiga buah kasus yang muncul sebagai tema sentral dari permasalahan tersebut. Pertama, “client-centered bureaucracy” atau “street-level bureaucracy”. Pandangan administrasi lebih dominan jika tidak secara eksklusif memasukkan human program, dan selanjutnya program-program great society diarahkan pada keadilan, rasial dan revitalisasi pada pusat-pusat perkotaan. Tujuan pandangan ini adalah agar birokrasi bisa lebih sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam efektivitas program yang lebih besar. Mekanisme pandangan ini lebih terbuka, tidak begitu “birokratis” dan memiliki sensitivitas yang lebih besar serta memacu partisipasi klien. Kedua, “participation”. Partisipasi ini meliputi partisipasi klien yang tidak hanya dalam pencapaian program tetapi juga dalam beberapa definisi yang lebih luas, dan melibatkan partisipasi pegawai atau staf dalam pembuatan keputusan yang berkenaan dengan peroalan-peroalan program. Ketiga, “representative bureaucracy”. Ide dari tema ini adalah bahwa perwakilan rakyat tidak hanya dicapai melalui proses pemilihan umum, tetapi juga dapat dicapai dengan “penjelmaan” rakyat dalam birokrasi menurut geografis, kelas, etnik dan kriteria lainnya. Pilihan perwakilan dilihat sebagai penerus perwakilan yang sebenarnya melalui “identifikasi” dari mereka yang duduk dalam posisi administratif.


Ketiga tema tersebut adalah merupakan tema yang mencari redefinisi yang lebih luas antara hubungan yang saling kait-mengkait antara politik dan administrasi, dan menurut definisi demokrasi dari Waldo, ketiganya menunjukkan ide-ide dan eksprimen dalam memperluas konsep demokrasi, serta berkaitan dengan administrasi “baru” yang merupakan model yang lebih efektif.


Kemudian dalam artikel “The Challenge to the Administrative State”(Lane, 1986: 469-479), Gerald E. Caiden meneruskan pembahasan Waldo tersebut dengan menyatakan bahwa apabila kita berada dalam sebuah administrative state perlu asumsi-asumsi baru dan serangkaian strategi-strategi baru untuk merespon tekanan-tekanan yang terjadi. Sistem pembatasan akan selalu mengalami perubahan dalam kontrol kekuatan birokrasi publik. Pembatasan ini secara lebih luas dibagi ke dalam dua tipe, yaitu: intragovernmental dan extragovernmental.


 Tipe  pertama, tampak pada adanya pemisahan kekuasaan (separation of power). Melalui dengar pendapat dan investigasi, telaah mengenai budget, audits, confirmation of appointment, staff assistance, dan monitoring individual terhadap constituency complaints, kontrol legislatif dalam kekuasaan birokrasi menjadi hal yang sangat penting. Pimpinan eksekutif pada semua tingkatan dalam pemerintahan Amerika telah mengalami peningkatan jumlah stafnya untuk membantu mereka dalam menjalankan fungsinya. Konsolidasi dan sentralisasi dari struktur-struktur perwakilan adalah merupakan salah satu perlengkapan yang umum dilakukan pada masa itu. Sejalan dengan peningkatan tersebut pimpinan eksekutif juga menggunakan teknik-teknik manajemen dan sistem informasi modern untuk mengawasi public agency di bawah kontrol mereka.  


Tipe kedua, kekuatan extragovernmental pada dasarnya terlihat dalam berbagai macam persaingan interest group, partai-partai politik, public opinion dan partisipasi warganegara secara langsung. Kecenderungan-kecenderungan kontrol politik dalam kekuasaan birokrasi dan efektivitas dalam sistem ini adalah merupakan permasalahan yang dominan dalam pemerintahan Amerika. Masyarakat Amerika nampaknya sedang memikirkan batas ruang lingkup pemerintahannya. Pada tahun 1980-an merupakan dekade desentralisasi dan deregulasi. Empat mantan presiden Amerika, yakni Nixon, Ford, Carter dan Reagen semuanya menentang Big Government dan terutama sekali Big Bureaucracy. Opini publik kelihatannya juga bergerak ke arah rekonsiderasi kemampuan pemerintah dalam memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. 


Pendekatan lain yang sangat mempengaruhi administrasi pemerintahan adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan kepada industri swasta. salah satu penganjur ide swastanisasi adalah E.S Savas yang secara kritis mengomentari mengenai monopoli pemerintahan, dan menganjurkan  berbagai macam alternatif swastanisasi pelayanan publik.


Dari pemikiran Waldo dan Caiden melalui kedua artikelnya di atas, bisa diasumsikan bahwa kehadiran birokrasi bagaimanapun sangat diperlukan bagi tegaknya sebuah negara. Pengembangan demokrasi, tidak boleh tidak memerlukan keterlibatan birokrasi, karena birokrat dapat melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh politisi. Tetapi, dalam perkembangannya kedua konsep tersebut berkembang menjadi sangat problematik. Penerimaan terhadap kontroversi tersebut secara implisit didasarkan pada asumsi bahwa budaya birokrasi yang tidak demokratis dapat dilokalisasi secara efektif hanya sebatas proses administrasi, tidak meracuni budaya demokrasi dari masyarakat atau politisi. Tetapi dalam praktik terlihat bahwa budaya birokrasi yang tidak demokratis cenderung merasuk ke dalam budaya masyarakat dan politik.


Pengembangan birokrasi pada akhirnya juga menimbulkan proses birokratisasi, yaitu menguatnya peranan politik birokrasi dalam sistem pemerintahan, yang pada gilirannya telah mengurangi kadar demokrasi dari sistem politik. Karena itu, seperti pendapat Caiden,, negara-negara modern berubah menjadi administrative state
 yang dimungkinkan karena birokrasi dilengkapi sumber daya yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga politik lain, ia menguasai informasi yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan publik, ia bisa berkolaborasi dengan intelektual untuk merumuskan kebijakan secara teknokratis, dan lain-lain.


Birokratisasi yang kuat dan dominan tersebut akan menimbulkan etos kerja yang memaksa para pejabat untuk mempertahankan status quo. Setting politik yang hegemonistik dengan birokrasi pemerintah sebagai pemegang peranan yang dominan telah menimbulkan mental penguasa yang amat kuat di kalangan pejabat dan merupakan penghambat dalam upaya menciptakan aparatur pemerintahan yang kompeten. Akibat selanjutnya adalah birokrasi menjadi tidak sehat dan tidak responsif lagi. 


Kelemahan dalam proses maupun orientasi yang terdapat dalam Big Bureaucracy tersebut, menyebabkan semakin kerasnya tuntutan dari masyarakat yang menuntut peningkatan  kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Upaya Burn, Stalker, Bennis, dan beberapa pakar lainnya pada dasawarsa yang lalu merupakan awal putaran yang respectable dari usaha mencari alternatif yang dikenal dengan revitalisasi birokasi. Pemikiran revitalisasi birokrasi itu terus berlangsung sampai sekarang yang ditandai oleh beberapa karya intelektual, seperti: Reinventing Government (1994) karya David Osborne dan Ted Gaebler, Ring of Power (1994) karya Hammer N. Champy dan James Champy, Post Bureaucracy Organization (1994) karya Charles Hecscher dan Anne Donellon, dan Rengineering Management (1995) oleh James Champy.


Dari pemikiran tersebut secara implisit dinyatakan bahwa birokrasi dalam peranannya menghadapi tugas ganda yakni di satu pihak ia harus mampu melakukan kiat-kiat strategis dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat (outward looking), di lain pihak birokrasi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam lingkungannya (inward looking). Kedua upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara bergiliran, tetapi keduanya harus dilakukan secara simultan.
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